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WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7J TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan
diatur dalam Peraturan Walikota;

b. bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi perlu diatur wuntuk
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum
Daerah Pasar Palembang Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 1);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan... fﬁ
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Menetapkan

4.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang
Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar
Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2005 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTAN G PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
PALEMBANG JAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

Walikota adalah Walikota Palembang.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar
Palembang Jaya.

Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan
perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan
anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan
anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat
UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan
kepatutan Séseorang untuk menjabat sebagai anggota

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Lembaga professional adalah Badan Hukum yang memiliki
fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian,
mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan
untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik,
untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon
Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

9. Bakal Calon...




10.

11,

(1.)

(3.)

Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan
sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti
proses penjaringan.

Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah
mengikuti Uji Kelayakan Kepatutan.

Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk
melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi
sampai pengangkatan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili
Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah atau
Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

Pemerintah Kota menginformasikan pelaksanaan setiap
tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional
dan/atau elektronik.

Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam laman Pemerintah Kota dan/atau laman
Badan Usaha Milik Daerah.

Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

a. penjaringan

b. hasil seleksi administrasi; dan

c. UKK.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
Jumlah Dewan Pengawas tidak boleh melebihi dari jumlah
Direksi.

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
melalui tahapan:

a. seleksi administrasi

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan/ UKK; dan

¢c. wawancara akhir.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas,
yang bersangkutan harus memenuhi Syarat sebagai
berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen;

€. menyediakan...




e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;
. tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.
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BAB IV
DIREKSI

Pasal 4

Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh

Walikota

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui

seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

melalui tahapan:

a. seleksi administrasi

b. UKK; dan

¢c. wawancara akhir.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

- memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen

€. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

perusahaan;

berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. diutamakan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di
bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan
pernah memimpin tim, dikecualikan ketentuan ini
apabila tidak ada calon yang memenuhi persyaratan
dimaksud ;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan
Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

J. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan Negara atau keuangan
daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
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Kepala Daerah...




Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Dalam hal saham Badan Usaha Milik Daerah tercatat di
pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pasar modal.

(2.) Badan Usaha Milik Daerah yang anggaran dasar atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamnya mengatur
hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi
bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan
anggota Komisaris dan Direksinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perseroan

terbatas.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 gk fober 2018

WALIKOTA /PALEMBANG; '

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 gicfoker 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 4




